KEPALA DESA DUKUH TENGAH
KECAMATAN MARGASARI
KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA DUKUH TENGAH
KECAMATAN MARGASARI
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 1 TAHUN 2025
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DUKUH TENGAH

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37, 38, 39, dan Pasal 42
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Dukuh Tengah Tahun Anggaran 2024;

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 06 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala

Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Kealisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Dukuh Tengah Tahun Anggaran
2024;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa Dukuh Tengah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;



Mengingat

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679); Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan
Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor | Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan
Perekenomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87):;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
Z,ﬂ'gambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
%
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomo 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
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10.

11.

15

18

tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864),

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggan 2022 ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 260);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan
Trasmigrast Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 entang
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203 )
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
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21

22

23

25

26

27

28

29

30

Masyarakat Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 960);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146
Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,
Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal
Nomor 4);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang
Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52); sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun
2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52
Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018
Nomor 8);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2017 Nomor 23);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2018 Nomor 24);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan
Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Tegal Nomor | Tahun 2019 tentang
Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupatehn Tegal
Tahun 2021 Nomor 24);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2019 Nomor 23);
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35
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37

38

39

40

41

42

Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2020 Nomor 12);
Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 71);
Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar
Harga Satuan Desa di Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022
(Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 78.);
Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyususan APBdesa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2023 Nomor 81);
Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan
Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 82);
Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran
Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 83);
Peraturan Desa Dukuh Tengah Nomor 3 Tahun 2016. tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dukuh
Tengah Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal (Lembaran Desa
Dukuh Tengah Tahun 2016 Nomor 3);
Peraturan Desa Dukuh Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa di desa Dukuh Tengah (Lembaran Desa
Dukuh Tengah Tahun 2019 Nomor 2).
Peraturan Desa Dukuh Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
Tahun 2021-2026 Desa Dukuh Tengah Kecamatan Margasari
Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Dukuh Tengah Tahun 2020
Nomor 3);
Peraturan Desa Dukuh Tengah Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Pendirian Badan Usaha Milik Desa Gemilang Jaya Lestari Desa
Dukuh Tengah (Lembaran Desa Dukuh Tengah Tahun 2021
Nomer 8).
Peraturan Desa Dukuh Tengah Nomor 4 tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Dukuh
zengah Tahun 2024 (Lembaran Desa Dukuh Tengah Tahun 2023
omer 4);
Peraturan Desa Dukuh Tengah Nomor 2 tahun 2024 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa)
Desa Dukuh Tengah Tahun 2024 (Lembaran Desa Dukuh
Tengah Tahun 2024 Nomer 2);



Dengan Persetujuan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUH TENGAH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN  REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUKUH
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal |

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian
sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp 1.951.453.185.00
2. Belanja Desa Rp 1.929.285.714,00
Surpuls/Defisit Rp 22.167.471,00

3. Pembiayaan

a. Penenimaan Pembiayaan Rp 2.331.027,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 17.668.973,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Rp 4,498 498.00
Anggaran

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal |, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Desa Dukuh Tengah.



Ditetapkan di Desa Dukuh Tengah

Pada Tanggal 16 Januari 2025

Diundangkan di Desa Dukuh Tengah
Pada Tanggal 16 Januari 2025
Sekretaris Desa Dukuh Tengah

A

AKHMAD DEDI RIYADI
LEMBARAN DESA DUKUH TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 1.



